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 Penelitian ini berkenaan dengan penetapan asal usul anak yang dikeluarkan 

oleh Pengadilan Agama Kandangan, Majelis Hakim dalam perkara tersebut 

menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, padahal alasan yang diajukan 

oleh pemohon dalam memohon penetapan asal usul anak kurang jelas dan adanya 

perbedaan pendapat Majelis Hakim dengan beberapa ketentuan tentang asal usul 

anak, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Kandangan dalam menangani perkara Penetapan Asal Usul Anak Nomor: 

0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg, serta analisis terhadap Penetapan yang dikeluarkan oleh 

Majelis Hakim tersebut baik dalam hukum positif dan hukum Islam. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat studi 

dokumenter dengan mengkaji penetapan PengadilanAgama Kandangan Nomor 

0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg. salinan penetapan inilah yang akan dijadikan bahan 

hukum penelitian yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan 

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penetapan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Kandangan pada perkara penetapan Aasal Usul Anak Nomor: 

0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg. adalah mengabulkan permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II dan menetapkan anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan 

Pemohon II. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah Pasal 42 

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI. Namun dalam surat 

permohonannya, alasan permohonan Pemohon mengajukan penetapan asal usul 

anak tidak jelas sehingga terjadi cacat formil dalam permohonan tersebut.  

Penulis juga tidak sepakat dengan penetapan yang dibuat oleh Majelis 

Hakim tersebut karena Majelis Hakim hanya fokus kepada 2 peraturan tersebut dan 

tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan lain seperti penjelasan terhadap Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan buku Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang mengatakan bahwa 

penetapan asal usul anak berkaitan dengan pengakuan anak dalam hukum Islam. 

Ada beberapa persyaratan dalam pengakuan anak dalam hukum Islamyang tidak 

terpenuhi dalam perkara tersebut sehingga perkara tersebut tidak masuk dalam 

katagori perkara asal usul anak. 
 


